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ABSTRACT 
 
In accordance with the mandate of the Minister of Marine and Fisheries No. 2 / PERMEN-KP / 
2015 on the Prohibition of the Use of Fish trawls and seine nets that the use of fishing gear trawls 
and seine nets in Regional Fisheries Management of the Republic of Indonesia has resulting in 
declining fish resources and threatening environmental sustainability of fish resources, but the 
implementation of the ministerial decree raises the pros and cons among fishermen in Indonesia, 
especially in Sibolga City. Therefore , this thesis seeks to analyze the regulation of the Minister of 
Marine and Fisheries No. 2 / PERMEN-KP / 2015 on the Prohibition of the Use of Fish trawls and 
seine nets the trawl fishery business by fishermen in Sibolga with a view of the aspects of the law 
itself and the destination aspects of the welfare state. 
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I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sebagai wilayah pesisir, Kota Sibolga memiliki ketersediaan bahan baku ikan segar dari berbagai 
jenis dan ukuran, baik yang bernilai ekonomis maupun non ekonomis sangat melimpah di Kota Sibolga 
dikarenakan Kota Sibolga merupakan salah satu pusat pendaratan ikan di wilayah pantai barat sumatera 
utara yang letak geografis nya yang berada pada garis 1o44’ Lintang Utara dan 98o47’ Bujur Timur. Sebelah 
utara, timur, selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas wilayah 10,77 
Km2 atau 1.077 Ha yang terdiri dari daratan Sumatera 889,16 Ha dan daratan kepulauan 187,84 Ha. Selain 
itu juga Kota Sibolga memiliki 5 (lima) pulau-pulau kecil dengan luas keseluruhan 137,08 Ha. Keberadaan 
pulau-pulau tersebut memberikan peluang dalam pengembangan wisata bahari dan perikanan budidaya.1 
Bertolak dari kepatuhan (compliance) terutama terhadap Principle 2  dari ketentuan United 
Nations Conference on Environment and Development (UNCED), pengelolaan perikanan (fisheries 
management) diartikan sebagai mengatur jumlah (atau bentuk lain) penangkapan ikan sedemikian rupa, 
agar tidak terjadi tangkap lebih (over-fishing) dan minimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang 
ditimbulkan oleh operasi suatu alat penangkapan ikan.2 Oleh sebab itu, dalam pembangunan 
perekonomian masyarakat perlu juga diperhatikan aspek lingkungan hidup agar sumber daya alam tetap 
terjaga. Untuk itu perlu peranan dari pemerintah untuk ikut juga menjaga kekayaan alam demi 
pembangunan ekonomi nasional. Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan 
Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan kewenangan Menteri untuk 
mengeluarkan peraturan sesuai dengan isi Pasal 7 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 
Peraturan menteri tersebut mendapat protes dari nelayan Sibolga dikarenakan peraturan menteri 
tersebut dapat mengganggu perekonomian nelayan di samping juga mengganggu pola kemitraan lokal 
yang selama ini dilakukan oleh kapal-kapal nelayan lokal.Nelayan menyatakan menolak tegas Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan 
Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Indonesia.Larangan penggunaan kedua alat tangkap tersebut yang dianggap dapat menggerus sumber 
daya ikan dan merupakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dinilai akan menjadi sumber 
terjadinya ledakan pengangguran.3 
                                                          
1Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. Buku Statistik kelautan Perikanan dan Peternakan 
Kota Sibolga Tahun 2014. hlm. 1. 
2Tim BPP FPIK-UB. Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 /2015 
Tentang Pelarangan Penggunaan alat tangkap jenis pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), (Malang : Badan 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPP) FPIK-UB), hlm. 2. 
3 Radio Republik Indonesia. Nelayan Sibolga Tolak Permen KP Susi Pudjiastuti. Diakses dari 
http://rri.co.id/post/berita/135318/nasional/nelayan_sibolga_tolak_permen_kp_susi_ 
_pudjiastuti.html,  pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul : 10.30 WIB. 
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Menanggapi penolakan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan tidak akan 
membatalkan peraturan-peraturan tersebut karena dinilai bentuk regulasi yang sudah benar.4 Hal ini juga 
didukung oleh WWF Indonesia (World Wildfield Fund Indonesia) dengan mengapresiasi upaya baru 
pemerintah dalam mengekang praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, serta 
tidak diatur (Illegal, Unreported, Unregulated/IUU Fishing).The United Nations Food and Agricultural 
Organization (FAO) melaporkan bahwa Indonesia adalah negara kedua dengan jumlah tangkapan ikan 
terbesar di dunia pada tahun 2012, setelah Cina. Produksi perikanan Indonesia mencapai 5,8 juta ton 
dengan nilai sekitar Rp 79,4 triliun (setara 6,6 milyar USD) pada tahun 2012. Nilai ini merupakan hasil 
yang sangat besar dari sebuah wilayah dengan luas 1,919,440 km2 yang terbentang dari Samudera Hindia 
sampai Samudera Pasifik dan Laut Cina Selatan.5 Masa transisi yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan 
Perikanan tidak mengubah alat tangkap yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela 
(trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) dikarenakan alat tangkap yang ramah lingkungan tidak dapat 
menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar 
pengguna (nelayan). Sebaliknya, alat tangkap yang menguntungkan secara ekonomis (jangka pendek) 
seringkali tidak ramah lingkungan dan menimbulkan kecemburuan dari pengguna alat tangkap lain yang 
kurang efisien.6 
Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan 
Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) dapat menjadi instrumen 
preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan sumber daya alam (ikan) yang kerusakannya dapat dirasakan 
tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh generasi selanjutnya sehingga 
perlu optimalisasi dari penegak hukum dan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Indonesia 
menjadi poros maritim dunia. Hal tersebut masuk ke dalam 9 (sembilan) program nawa cita yang digagas 
oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju 
Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam 
kebudayaan sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indoensia 
dalam meningkatkan sektor kelautan Indonesia, untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia.7 
Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk melakukan penelitian tentang larangan 
penggunaan alat tangkap pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) menurut Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 serta realisasinya di Kota Sibolga. 
 
B. Permasalahan 
Bertitik tolak pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang 
dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela 
(trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015? 
2. Bagaimana kegiatan usaha perikanan tangkap oleh nelayan di Sibolga setelah dikeluarkannya 
Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat 
tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)? 
3. Bagaimana tindakan pemerintahan Kota Sibolga terkait usaha perikanan tangkap nelayan di 
Sibolga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 
tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian yang terdapat pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari 
penelitian adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela 
(trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan usaha perikanan tangkap oleh nelayan di Sibolga 
setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang 
larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan pemerintahan Kota Sibolga terkait usaha perikanan 
tangkap nelayan di Sibolga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 
                                                          
4Joss Today. Menteri Susi Tolak Disebut Matikan Pengusaha. Diakses dari http://joss.today/read/18979-
Sektor-Riil-Menteri_Susi_Tolak_Disebut_Matikan_Pengusaha, pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul : 11.16 WIB. 
5World Wildfield Fund. Memberantas Pelaku Kejahatan Perikanan. Diakses dari 
http://www.wwf.or.id/?38242/Memberantas-Pelaku-Kejahatan-Perikanan, pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul 11:25 
WIB. 
6Tim BPP FPIK-UB. Loc.cit 
7 Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla 2014, Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 
Berkeperibadian. Visi-Misi, dan Program Aksi, Jakarta, Mei 2014, hlm. 6-12. 
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No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan 
pukat tarik (seine nets). 
 
D. Manfaat Penelitian 
Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu baik secara 
teoritis maupun secara praktis, yakni tentang : 
1. Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian atau penelitian lebih lanjut dan 
sebagai bahan literatur yang membahas tentang pengelolaan sumber daya ikan di laut, serta 
diharapkan dapat memberi manfaat bagi bidang hukum bisnis terutama dalam perkembangan 
usaha perikanan nelayan. 
2. Secara Praktis sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi pelaku bisnis kelautan terutama 
bagi nelayan untuk lebih memperhatikan sumber daya ikan ke arah pembangunan perikanan 
berkelanjutan (sustainable fisheries). 
 
II. KERANGKA TEORI 
Dalam mengkaji mengenai penelitian ini, terdapat teori yang digunakan sebagai pisau analisis dari 
penelitian ini adalah teori negara kesejahteraan (welfare state) dan teori tujuan hukum.  
Pencetus teori welfare state, Mr. R. Kranenburg,8 menyatakan bahwa negara harus secara aktif 
mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan 
seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tetapi seluruh rakyat. Paham negara kesejahteraan 
rakyat (welfare state) mewajibkan peran negara dalam berbagai aspek kehidupan, David Storey dalam 
bukunya Territory The Claiming of Space, menegaskan tentang peran dan fungsi negara, yaitu9 : 
mengatur, perekonomian negara, menyediakan kebutuhan dan kepentingan publik terutama kesehatan 
dan transportasi (termasuk di dalamnya sandang, pangan, dan papan adalah bagian kebutuhan primer 
dari kebutuhan publik, menyediakan perangkat hukum dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya 
(termasuk di dalamnya menjamin kepastian hukum dan melindungi kepemilikan Hak Atas Tanah, dan 
membela dan menjaga territorial wilayah negara dan keamanan rakyatnya dari ancaman pihak luar). 
Welfare State muncul sebagai jawaban atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi 
liberal. Konsep negara kesejahteraan sudah dikenal dengan adanya pembagian (distribution) dan 
pemisahan (separation) kekuasaan. Negara milik freies ermessen yaitu kebebasan untuk turut serta dalam 
seluruh kegiatan sosial, politik, dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum 
(bestuurszorg).10 
Teori Negara kesejahteraan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah penerapan dari 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat 
Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) merupakan aturan yang memberikan 
dampak sejahtera terhadap nelayan di Sibolga dan sejauh mana peraturan menteri tersebut dapat 
menyejahterakan nelayan di Sibolga. 
Teori selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori tujuan hukum. 
Menurut pendapat Gustav Radbruch, tujuan hukum itu harus memenuhi 3 (tiga) hal pokok yang sangat 
prinsipil yang hendak dicapai yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.11 Pandangan Gustav 
Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas 
pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, 
baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga 
tujuan hukum sederajat.12 
Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar 
yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hokum sering 
berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai 
dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, 
asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 
a.  Keadilan Hukum; 
b.  Kemanfaatan Hukum; 
                                                          
8Mark Lutz: Economics can no longer be seen as the theory of maximum possible production with consequent 
effects on welfare, but rather, in the opposite manner, as the theory of maximum possible welfare with consequent 
effects on production. Bobby Savero,Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar. Diakses dari 
http//bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html. Pada tanggal 23 November 
2015 Pukul 23.22 WIB. 
9 David Storey, Prentice Htnl. 2001:39, dalam Artidjo Alkostar, Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan 
Hukum di Indonesia. Diakses dari http://www.legalitas.org. Pada tanggal 23 November 2015 Pukul 23.48 WIB. 
10 Mahfud Marbun, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : Liberty, 1987), hlm. 42. 
11 Ramona Gitta Poluan, “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 jo.Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 tahun 2009Terhadap Laba Bersih Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Perusahaan Jasa 
Konstruksi yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia)”, (Tesis, Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana, UI, 2010), hlm. 16. 
12 Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 
97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014. 
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c.  Kepastian Hukum. 
Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat 
terhindar dari konflik internal.13 Teori mengenai tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch 
digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri 
Kelautan dan Perikanan sudah memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka teori-teori tersebut dapat digunakan untuk menelaah dan 
menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang 
larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap usaha 
perikanan tangkap oleh nelayan di Sibolga. 
 
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Pengaturan Hukum tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (Trawls) 
dan Pukat Tarik (Seine Nets) sebelum dan sesudah berlaku Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat 
Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) 
Terdapat perbedaan pengaturan antara Keppres No. 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring 
Trawl dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan 
Penggunaan Alat Tangkap Ikan Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets), dimana di dalam Keppres No. 
39 tahun 1980 hanya mengatur penghapusan jaring trawl.  
Pelanggaran terhadap ketetapan dalam penghapusan jaring trawl ini sebagaimana Pasal 8 
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Ordonansi Perikanan Pantai yaitu Stbl. 1927 Nomor 144. 
Berdasarkan Ordonansi Perikanan Pantai tersebut, maka penangkapan ikan pantai yang melanggar 
ketentuan dikenakan sanksi pidana setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
500,00 (lima ratus rupiah). Sedangkan kapal dan alat penangkapan ikan, termasuk perlengkapan yang 
dipergunakan dalam pelanggaran tersebut beserta hasil-hasil laut yang diperoleh dari pelanggaran 
tersebut dapat disita. 
Sedangkan pengaturan hukum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-
KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine 
nets) terdapat perkembangan jenis-jenis alat penangkapan ikan dari jaring trawl, yaitu adanya klasifikasi 
alat tangkap yang dilarang berupa alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik, dengan jenis-jenis alat 
tangkapnya serta spesifikasi alat tangkap yang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No. 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan 
Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repbulik Indonesia sebagai 
berikut : 
1.  Jenis-jenis Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) 
a.  Pukat Hela Dasar (bottom trawls) 
1)  Pukat Hela Dasar Berpalang (beam trawls) 
2)  Pukat Hela Dasar Berpapan (otter trawls) 
3)  Pukat Hela Dasar Dua Kapal (pair trawls) 
4)  Nephrops Trawls; dan 
5)  Pukat Hela Dasar Udang (shrimp trawls), berupa pukat udang 
b.  Pukat Hela Pertengahan (midwater trawls) 
1)  Pukat Hela Pertengahan Berpapan (otter trawls), berupa pukat ikan 
2)  Pukat Hela Pertengahan Dua Kapal (pair trawls) 
3)  Pukat Hela Pertengahan Udang (shrimp trawls) 
c.  Pukat Hela Kembar Berpapan (otter twin trawls) 
d.  Pukat Dorong 
2.  Jenis-jenisAlat Tangkap Ikan Pukat Tarik (seine nets) 
a.  Pukat Tarik Pantai (beach seines) 
b.  Pukat Tarik Berkapal (boat or vessel seines). 
1)  Dogol (danish seines) 
2)  Scottish seines; 
3)  Pair seines; 
4)  Payang 
5)  Cantrang 
6)  Lampara Dasar 
Spesifikasi alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik tidak terdapat Standarisasi dalam alat 
penangkapan ikan tersebut dikarenakan alat-alat tangkap tersebut merupakan rakitan dari tangan nelayan 
sendiri sehingga tidak menutup kemungkinan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh nelayan dalam 
merakit alat tangkap ikan dengan melihat perkembangan teknologi saat ini. 
                                                          
13 Tujuan Hukum, diakses dari http://statushukum.com/tujuan-hukum.html, pada tanggal 5 Mei 2016, pukul : 
11.12 WIB. 
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Larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik dilakukan dengan sanksi 
pencabutan izin berlayar dari instansi yang berwenang serta penangkapan kapal yang masih berlayar 
dengan menggunakan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan 
Indonesia yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan yang ditugaskan di wilayah pengelolaan 
perikanan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa : 
(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 
perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. 
(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata 
api. 
(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang 
diduga atau patur diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemroresan lebih lanjut. 
Pengawas perikanan yang terdiri dari Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 
Perikanan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.14 
Tujuan dari suatu hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa pada dasarnya hukum 
memiliki 3 (tiga) aspek yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.15 Gustav meletakkan nilai keadilan 
sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Nilai keadilan merupakan “materi” yang harus menjadi isi aturan 
hukum, sedangkan aturan hukum sebagai “bentuk” yang harus melindungi nilai keadilan.16  Dalam hal ini, 
substansi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan 
Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik tidak memberikan solusi bagi nelayan besar 
sehingga tidak menimbulkan keadilan bagi nelayan besar dalam melanjutkan usahanya sehingga tujuan 
hukum dari aspek keadilan belum tercapai. 
Aspek kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan yakni memajukan kebaikan dalam diri 
manusia. Nilai kebaikan bagi manusia biasanya berhubungan dengan tiga subjek (yang hendak dimajukan 
kebaikannya) yaitu individu, kolektivitas dan kebudayaan. Jika subjeknya adalah individu, maka hukum 
yang disusun untuk tujuan yang bersifat individualistis ini, tidak hanya mengagungkan individu dan 
martabatnya akan tetapi juga memberi perlindungan khusus seperti dalam konstitusi Amerika. Sementara 
jika subjeknya adalah Negara, maka tujuan hukumnya adalah kemajuan Negara yang menghasilkan sistem 
hukum kolektif sedangkan jika subjek yang dituju adalah kebudayaan maka sistem hukum yang diciptakan 
adalah sistem hukum transpersonal. Disini aspek kebudayaan atau hasil peradaban mendapat perhatian 
khusus.17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan 
Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) dibuat dalam rangka 
untuk mewujudkan prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries) bahwa 
penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan 
sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela 
dan pukat tarik. Hal ini merupakan salah satu tujuan hukum dari sisi kemanfaatan dari segi ekologis, 
selain itu juga meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber 
protein ikan, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan serta menjamin 
kelestarian sumber daya ikan. 
Aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma 
yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Penerapan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap 
Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) memberikan aspek kepastian hukum bagi para 
nelayan dimana pengawas perikanan dalam hal ini merupakan salah satu penegak hukum dalam 
mewujudkan hukum dalam bidang perikanan melakukan kegiatan penangkapan ikan terhadap kapal yang 
masih menggunakan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di laut. Kegiatan penangkapan tersebut 
dilakukan setelah masa transisi yang telah diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seperti yang 
terjadi di Sibolga pada bulan Februari 2016, ada satu unit kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut yang 
masih menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu Kapal Sumber Rezeki Bersama 10, dan sampai saat 
ini belum ada dikembalikan kepada pemiliknya.18 Pengawas perikanan dalam hal ini mengedepankan 
aspek peraturan (rule) dengan berpegang teguh pada asas legalitas formal dalam menerapkan hukum. 
                                                          
14 Lihat Pasal 73 Undang-Undang  No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan. 
15 Ramona Gitta Poluan, Op.Cit. 
16 Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Semarang : Genta 
Publishing, 2006), hlm. 129. 
17 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1982) hlm. 163. 
18 Hasil wawancara dengan Azwan Nasution, Staf Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. 
Tanggal 17 Februari 2016. Pukul : 14.00 WIB. 
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Pro dan konta yang terjadi di kalangan nelayan memberikan pandangan bahwa substansi dari 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat 
Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) tidak memberikan keadilan di antara para 
nelayan. Peraturan tersebut dipandang pro terhadap nelayan kecil bukan untuk nelayan besar padahal 
sudah menjadi tanggungjawab bagi Negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat.19 
 
B. Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap Oleh Nelayan di Sibolga Setelah Berlakunya 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan 
Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) 
Penerapan Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat 
Tangkap Pukat Ikan Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) memberikan kesejahteraan kepada nelayan 
kecil bukan untuk nelayan besar. Berikut ini beberapa dampak yang terjadi terhadap usaha perikanan 
tangkap oleh nelayan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-
KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) 
adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 3.7.  Dampak terhadap Usaha Perikanan Tangkap oleh Nelayan di Sibolga setelah dikeluarkannya 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan 
Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets)20 
 
No. Kelompok 
Nelayan 
Dampak Ekonomi Dampak Sosial Dampak Yuridis 
1. Nelayan Kecil 1. Meningkatkan 
pendapatan nelayan 
kecil 
2. Hasil tangkapan 
meningkat 
1. Tidak terjadi 
kecemburuan sosial 
terhadap nelayan besar 
2. Kesejahteraan nelayan 
kecil meningkat 
Kepatuhan mentaati 
hukum 
2. Nelayan Besar 1. Pendapatan menurun 
2. Hasil tangkapan 
menurun 
3. Membutuhkan dana 
yang mahal untuk 
mengganti jenis alat 
tangkap selektif 
4. Unit usaha pengolahan 
ikan akan kekurangan 
bahan baku secara 
mendadak sampai 
terjadi keseimbangan 
yang baru (pengalihan 
usaha bisnis) 
5. Daya beli masyarakat 
menurun karena harga 
ikan yang mahal 
1. Kapal alat tangkap pukat 
hela dan pukat tarik tidak 
boleh beroperasi. Hal ini 
menyebabkan akan 
menimbulkan 
pengangguran bagi anak 
buah kapal. Setiap satu 
kapal terdiri dari 12-13 
anak buah kapal. Untuk 
kapal dengan alat yang 
dilarang di kota Sibolga 
sejumlah 80 unit kapal 
kalau kapal ini dlarang 
untuk melaut itu artinya 
ada 1.040 orang 
kehilangan pekerjaan dan 
unit usaha bisnis di 
bidang perikanan tangkap 
2. Berkurangnya lapangan 
pekerjaan (serapan tenaga 
kerja) secara mendadak, 
sebelum adanya alternatif 
lapangan pekerjaan yang 
baru 
3. Kesejahteraan nelayan 
besar menurun 
4. Lingkungan yang tidak 
aman 
5. Psikologi pengusaha dan 
anak buah kapal yang 
mengalami stress 
6. Pemilik kapal 
kebingungan atas 
Tidak mentaati hukum. 
Hal ini terlihat dengan 
adanya beberapa kapal 
yang masih berlayar 
dengan menggunakan 
alat tangkap yang 
dilarang setelah masa 
transisi yang diberikan 
oleh Menteri Kelautan 
dan Perikanan  
                                                          
19 Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. 
20 Nanik Ermawati dan Zuliyati, Dampak Sosial dan Ekonomi Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik 
(Seine Nets), Makalah Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers Unisbank, 6 Agustus 2015, hlm. 9 dan 
lihat juga dalam Tim BPP FPIK-UB, Op.Cit, hlm. 7. 
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pelarangan kapal untuk 
melaut 
7. Demo dan kerusuhan 
Sumber : Diolah dari penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zuliyati bahwa dampak dari Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap 
Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) dan Penelitian Tim BPP FPIK yang berjudul Tinjauan 
Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang 
Larangan Penggunaan Alat TangkapPukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. 
Berdasarkan tabel di atas maka dampak yang ditimbulkan dari penerapan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat 
Hela dan Pukat Tarik memberikan pandangan mengenai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan.21 Menurut pendapat Gustav Radbruch, tujuan hukum itu harus memenuhi 3 
(tiga) hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai yaitu keadilan, kepastian hukum dan 
kemanfaatan.22 
Apabila ditinjau dari teori tujuan hukum, maka penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan 
Pukat Tarik dari aspek keadilan, tidak menimbulkan keadilan bagi masyarakat nelayan di Sibolga karena 
penerapan peraturan menteri tersebut hanya memihak kepada nelayan kecil bukan untuk nelayan besar 
karena peraturan menteri tersebut tidak memberikan solusi kepada keberlanjutan usaha perikanan 
tangkap oleh nelayan besar di Sibolga. Hal ini menimbulkan ketidakadilan di antara nelayan kecil dan 
besar. Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan 
terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas 
proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah 
karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial 
yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki 
sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.23 Adil pada hakekatnya 
bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi 
haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum 
(equality before the law). 
Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak 
adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. 
Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi 
dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.24 Oleh sebab itu, agar suatu hukum tersebut memenuhi 
aspek keadilan dengan memperhatikan substansi dari suatu hukum  itu sendiri yaitu dengan tidak bersifat 
memihak melainkan harus juga memperhatikan kepentingan semua golongan. 
Penerapan peraturan menteri tersebut apabila dikaji dari aspek kemanfaatan maka peraturan 
menteri tersebut memberikan kemanfaatan ekologis, kemanfaatan ekonomi maaupun kemanfaatan sosial 
dan budaya. Kemanfaatan dari aspek ekologis memberikan manfaat bagi lingkungan laut dalam 
mewujudkan prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries). Kemanfaatan secara 
ekonomis dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan setelah 
diberlakukannya peraturan menteri tersebut bahwa peraturan menteri tersebut meningkatkan pendapatan 
bagi nelayan kecil bukan untuk nelayan besar padahal sudah menjadi kewajiban negara untuk 
menyejahterakan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mr. R. 
Kranenburg mengenai teori welfare state yang menyatakan25 bahwa negara harus secara aktif 
mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan 
seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tetapi seluruh rakyat. Dalam keadaan yang 
dirasakan oleh para nelayan di Sibolga, penerapan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  No. 
2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik 
(seine nets) hanya menyejahterakan nelayan kecil saja tanpa melihat dari keberlanjutan perekonomian 
nelayan besar jika terjadi pemberhentian dari alat tangkap pukat hela dan pukat tarik tanpa adanya solusi 
bagi nelayan besar untuk sejahtera. 
Pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan 
(termasuk di dalamnya adalah penyediaan kebutuhan pangan, sandang dan papan). Dapat dikatakan 
bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang 
politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas 
kebebasan (liberty), asas kesetaraan hak (equality), maupun asas persahabatan (fraternity) atau 
                                                          
21 Ramona Gitta Poluan, Op.Cit. 
22Ibid. 
23 Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar 
Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 
8 Januari 2009. 
24 Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, (Yogyakarta: Genta  Publishing. 2014), hlm 74. 
25 Mark Lutz, Op.Cit. 
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kebersamaan (mutuality). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas 
kekeluargaan atau gotong royong.26 
 
C. Tindakan Pemerintah Kota Sibolga Terkait Usaha Perikanan Tangkap Oleh Nelayan 
di Sibolga Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
NO.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat 
Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) 
Terkait dengan penerapan peraturan menteri tersebut, Pemerintah kota Sibolga melakukan 
tindakan hukum terhadap usaha perikanan tangkap oleh nelayan Sibolga sebagai berikut :27 
1. Melakukan Pengawasan 
Pengawasan dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan28 dengan 
membentuk pos pengawasan di beberapa tempat di wilayah pengelolaan perikanan di pantai barat 
Sumater Utara yaitu di Pulat Tello, Pini, Lambak, Natal dan Sorkam Barat. Pengawasan tersebut 
dilakukan oleh :29 
a. Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan di bawah Dirjen Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan Perikanan. Selain membentuk pos pengawasan, Satuan Kerja 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan melakukan pemantauan kegiatan kapal melalui VMS 
(Vessel Monitory System) dengan alat transmitter yang wajib dipasang di kapal perikanan 
yang berukuran 60 GT. Alat tersebut bukan hanya memantau kegiatan kapal tetapi termasuk 
juga mengenai jumlah hasil tangkapannya. Sementara kapal perikanan yang berukuran 30 
GT-60GT juga wajib dilengkapi transmitter off line yang disediakan oleh negara.30   
b. Angkatan Laut diberi kewenangan yang berikatan dengan Illegal Fishing 
c. Kepolisian yaitu Polisi Air, berkewenangan untuk menyidik Tindak Pidana Perikanan  
d. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga, melakukan pembantuan 
pengawasan atas perintah dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.  
Pengawasan di laut tidak mudah karena biaya operasional kapal pengawasan cukup besar  dan 
untuk melakukan pengawasan di laut selalu terbentur pada biaya operasional yang sangat tinggi. Belum 
lagi kesulitan lain saat penangkapan ikan dilakukan malam hari sehingga saat pengawas tiba di lokasi 
sudah tidak menemukan bukti terjadinya pelanggaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dari 
masyarakat untuk membantu pengawas dalam mengawasi kapal-kapal nelayan di laut. 
 
2. Pencabutan Izin Berlayar 
Kewenangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga hanya memberikan izin 
perikanan berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) terhadap 
ukuran kapal di bawah 5 GT serta melihat dokumen-dokumen pemilik kapal sebelum kapal berlayar ke 
laut. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, seperti : 
a. Apabila kapal dengan ukuran di atas 7 GT membuat PAS Tahunan yaitu Sertifikat Kelaikan, 
Sertifkat Pengawakan, dan Surat Ukur Kapal melalui Dinas Perhubungan Laut 
b. Izin Perikanan berupa SIUP dan SIPI yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda dengan 
melihat ukuran kapal nelayan. Untuk kapal di atas 30 GT, SIUP dan SIPI dikeluarkan oleh 
Kementerian Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap, kapal yang berukuran antara 5 
GT - 30 GT dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi sedangkan kapal yang berukuran di bawah 5 GT dikeluarkan oleh Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten /Kota 
c. Setiap akan berlayar, mengurus SLO (Surat Laik Operasi) melalui PSDKP (Pengawas 
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) dan SKK (Syarat-syarat Kecakapan) melalui Dinas 
Perhubungan Laut. 
d. Surat Persetujuan Berlayar melalui administrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)  
Apabila salah satu dokumen di atas tidak lengkap maka kapal tersebut tidak dapat berlayar. 
Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga dapat melakukan 
pencabutan izin berlayar yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga 
terhadap usaha perikanan tangkap oleh nelayan dilakukan untuk memberhentikan kapal yang masih 
menggunakan alat tangkap yang dilarang menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 
2/PERMEN-KP/2015. Tindakan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2016. 
 
                                                          
26Kusuma, Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Februari 2006, Mahkamah 
Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 160. 
27 Hasil wawancara dengan Ramadansyah Harahap, S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan, 
Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. Tanggal 17 Februari 2016. Pukul 10.11 WIB. 
28 Lihat Pasal 45 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Kelautan. 
29 Hasil wawancara dengan Ramadansyah Harahap, S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan, 
Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. Tanggal 17 Februari 2016. Pukul 10.11 WIB. 
30 Hasil wawancara dengan Azwan Nasution, Staf Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. 
Tanggal 17 Februari 2016. Pukul : 14.00 WIB. 
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3. Penangkapan Kapal 
Kegiatan penangkapan kapal ini dilakukan oleh Angkatan Laut bekerjasama dengan Polisi Air 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan 
setelah masa transisi yang telah diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seperti yang terjadi di 
Sibolga pada bulan Februari 2016, ada satu unit kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut yang masih 
menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu Kapal Sumber Rezeki Bersama 10, dan sampai saat ini 
belum ada dikembalikan kepada pemiliknya. 
Tindakan-tindakan pemerintah di atas merupakan tindakan hukum dalam lapangan hukum publik 
(publiekrechtshandelingen), yang tunduk pada ketentuan hukum publik dalam bidang kelautan dan 
perikanan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (atribusi) sehingga apabila tidak 
dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum menyebabkan berhentinya beberapa kapal yang masih 
menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik untuk berlayar. 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Pengaturan hukum tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan 
Pukat Tarik (seine nets) sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) 
dan Pukat Tarik (seine nets) yaitu Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980, di dalamnya memuat 
mengenai tahapan penghapusan jaring trawl dengan sanksi yang dikenakan berdasarkan 
ketentuan dalam Ordonansi Perikanan Pantai yaitu Stbl. 1927 Nomor 144 sedangkan pengaturan 
hukum  tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik 
(seine nets) setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-
KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik 
(seine nets) yaitu melarang alat tangkap ikan pukat hela berupa Pukat hela dasar (bottom trawks) 
terdiri dari : pukat hela dasar berpalang (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), 
pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawls, dan pukat hela dasar udang (shrimp 
trawls), Pukat hela pertengahan (midwater tarwls), terdiri dari : pukat hela pertengahan 
berpapan (otter trawls), pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), dan pukat hela 
pertengahan udang (shrimp trawls), Pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls), Pukat 
dorongdan Pukat Tarik, berupa Pukat tarik pantai (beach sines), Pukat tarik berkapal (boat or 
vessel seines) terdiri dari : Dogol (danish seines), Scottish seines, Pair seines, Payang, Cantrang 
dan Lampara dasar dengan sanksi berupa pencabutan izin berlayar dari instansi yang berwenang 
serta penangkapan kapal yang masih berlayar dengan menggunakan alat tangkap ikan pukat hela 
dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang dilakukan oleh kapal pengawas 
perikanan yang ditugaskan di wilayah pengelolaan perikanan sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan. 
2. Kegiatan usaha perikanan tangkap oleh nelayan di Sibolga setelah dikeluarkannya Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat 
Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) memberikan dampak terhadap 
nelayan besar maupun nelayan kecil dari segi yuridis, ekonomi maupun sosial.  
3. Tindakan pemerintah kota Sibolga terkait usaha perikanan tangkap nelayan setelah 
diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang 
Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan melakukan 
pengawasan, pencabutan izin serta penangkapan yang dilakukan oleh Angkatan Laut serta Polisi 
Air. 
 
B. Saran 
1. Pengaturan hukum mengenai alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 merupakan regulasi yang 
benar dan mendukung prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan namun pengaturan hukum 
tersebut tidak memberikan solusi bagi nelayan besar yang menggunakan alat tangkap pukat hela 
dan pukat tarik sehingga menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan yuridis di kalangan nelayan 
besar dan tidak menimbulkan keadilan bagi masyarakat terutama bagi nelayan besar padahal 
tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sebaiknya Pemerintah 
dalam membuat suatu regulasi harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat karena sudah 
menjadi tanggungjawab negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berdasarkan 
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 18 A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat 
(1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 34. 
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2. Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang 
Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik menimbulkan polemik 
terhadap nelayan di Sibolga terutama terhadap nelayan besar yang menggantungkan kehidupan 
mereka di bidang kelautan dan perikanan serta penerapan tersebut secara tidak langsung 
mematikan usaha perikanan tangkap oleh nelayan besar. Oleh sebab itu, nelayan besar perlu 
memperbaiki selektifitas mekanikal alat tangkap pukat ikan dengan cara memperbesar ukuran 
mata jaring sesuai dengan ikan yang akan ditangkap agar alat tangkap selektif terhadap ukuran, 
merubah konstruksi mata jaring yang semula diamond menjadi square, dan memasang by catch 
reduction device untuk mengurangi hasil tangkapan sampingan termasuk nelayan juga sebaiknya 
berkontribusi dalam membantu Pemerintah untuk menciptakan alat tangkap selektif dengan 
sumber daya yang ada dengan melihat teknologi alat tangkap ikan di dunia dan menemukan 
solusi bagi Pemerintah serta berinisiatif dalam melindungi ekosistem laut, tidak hanya 
menangkap ikan tetapi juga melakukan konservasi laut serta membangun kualitas diri. 
3. Pemerintah Kota Sibolga dalam menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
No.2/PERMEN-KP/2015 tidak hanya membantu pengawasan serta pencabutan izin tetapi juga 
perlu membentuk suatu regulasi mengenai jalur penangkapan ikan terhadap nelayan besar dan 
nelayan kecil agar menimbulkan kepastian hukum terhadap nelayan kecil dalam menangkap ikan 
sehingga alat tangkap ikan berupa rumpun tidak terseret oleh jaring trawl yang digunakan oleh 
nelayan besar, peraturan tersebut disosialisasikan terhadap masyarakat dengan pengawasan serta 
sanksi yang tegas. Selain itu, perlu juga membentuk suatu koperasi nelayan, memberikan subsidi 
kapal dan alat tangkap ikan selektif yang digunakan di Indonesia, membentuk suatu industri 
perikanan untuk menampung segala jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan di sisi lain juga 
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Sibolga, meningkatkan kualitas mutu 
pendidikan dalam bidang ilmu perikanan dan kelautan agar dapat menciptakan inovasi baru 
dalam mengatasi permasalahan nelayan serta membangun kemandirian nelayan. 
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